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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya,
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut
sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kelurahan
Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,
selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 15 Desember
2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar
Nomor 2037/Pdt.G/2014/PA Mks pada tanggal 15 Desember 2014
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Senin

tanggal 07 Juli 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan
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Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
103/11/11/1997 tanggal 07 Juni 1997.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di
Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah
mencapai 17 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya
pasangan suami istri selama 17 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai 3
orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat dan tergugat,
yang masing-masing bernama :

a. ANAK, Lahir tanggal 3 Agustus 1999
b. ANAK, Lahir tanggal 17 April 2001
c. ANAK, Lahir tanggal 19 Januari 2012

4. Bahwa bermula sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga penggugat
dengan tergugat mulai tidak harmonis namun dapat rukun kembali, dan
kondisi (rukun-tidak rukun) tersebut terjadi berulangkali dan terkhir
pada akhir bulan Nopember 2014 keadaan rumah tangga penggugat
dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya
perselisihnan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada
harapan lagi untuk didamaikan.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan
dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

a. Tergugat tidak terbuka soal penghasilan, yang berakibat pada
susahnya penggugat untuk mengatur keperluan rumah tangga;
b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-
kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat;
c. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul
hingga memar;

6. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan

perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak

mempunyai itikad baik untuk itu.
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7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat dan tergugat telah
pisah tempat tidur sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai sekarang
yang diperkirakan telah mencapai 2 Minggu.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang
terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang
telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak
satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat.

10.Bahwa apabila Gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk
mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,
paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum
tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka
penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama
Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang
amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (TERGUGAT),
terhadap penggugat (PENGGUGAT)

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk
mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,
paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum
tetap.

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini
diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat
menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak menghadap dan
tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas
Panggilan Nomor 2037/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 5 Januari 2015 dan
tanggal 19 Januari 2015 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran
tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh
karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya
serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik
dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat
mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/11/VI/1997 tanggal 7 Juni
1997, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya
dan telah dinazegelen, (bukti P) ;

B. Saksi-saksi

1. SAKSIL., umur 34 tahun, agama Islam, saksi adalah sepupu
penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada

2000 di Makassar;
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e Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal
bersama selama 17 tahun dan telah dikaruniai 3
orang anak;

e Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga penggugat
denga tergugat tidak harmonis lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

e Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan
tergugat tidak harmonis adalah tergugat tidak
terbuka soal penghasilan dan juga penggugat sering
dipukul sampai memar badannya;

e Bahwa saksi sering melihat langsung penggugat
dan tergugat bertengkar dan juga disampaikan oleh
penggugat;

e Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat
sehingga keduanya sudah berpisah tempat tinggal
sejak  Desember 2014 sampai  sekarang
berlangsung 2 bulan lebih;

e Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat
tidak pernah  memberikan nafkah  kepada
penggugat;

e Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada
komunikasi lagi;

e Bahwa penggugat menuntut tergugat nafakah tiga
orang anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta
rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa
dan dan mandiri;

e Bahwa saksi pernah menasehati penggugat untuk
rukun kembali bersama tergugat, namun tidak

berhasil;
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2. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, saksi adalah saudara
kandung penggugat, dibawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada 2000 di
Makassar;

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama
selama 17 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga penggugat denga tergugat
tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak
harmonis adalah tergugat tidak terbuka soal penghasilan dan
juga penggugat sering dipukul sampai memar badannya;

- Bahwa saksi sering melihat langsung penggugat dan tergugat
bertengkar dan juga disampaikan oleh penggugat;

- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sehingga
keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014
sampai sekarang berlangsung 2 bulan lebih;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada penggugat;

- Bahwa penggugat menuntut tergugat nafakah tiga orang anak
sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan hingga
anak-anak tersebut dewasa dan dan mandiri;

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi
lagi;

- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat untuk rukun
kembali bersama tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon

putusan;
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Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini

dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat,
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka
yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat
mempunyai legal standing dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan
hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat
bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/11/V1/1997 tanggal
7 Juni 1997 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan
demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa
pada hari Senin tanggal 7 Juni 1997 telah dilangsungkan akad nikah
seorang laki-laki bernama, Idam Sukarna bin A. Sumarna (tergugat)
dengan seorang wanita bernama ,PENGGUGAT, (penggugat) sehingga
dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat
formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat
sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan
demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah
suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar oleh karena itu penggugat
memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, ternyata

penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinannya
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dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan
Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan
penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa tergugat tidak terbuka soal penghasilan dan tergugat
sering menyakiti badan penggugat;

3. Bahwa tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak
Desember 2014 sampai sekarang;

4. Bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah (biaya
hidup) sejak Desember 2014 sampai sekarang dan tidak ada
komunikasi;

5. Bahwa penggugat menuntut kepada tergugat nafkah untuk tiga
orang anak penggugat dan tergugat yang masing-masing
bernama: Farras Zulfikar, M. Saiful Akmal dan Ehasan Asrar
Maulana sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat
mandiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut,
penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan
di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu
keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan

lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan rumah tangga
penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi | dan Il penggugat
menerangkan sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi | dan |l
penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti
bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan penyebab
percekcokan tersebut adalah tergugat tidak terbuka soal penghasilan dan
tergugat sering menyakiti badan penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi | dan Il penggugat
menerangkan para saksi mengetahui tergugat tidak terbuka soal
penghasilan dan tergugat sering menyakiti badan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi | dan |l
penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti
bahwa tergugat tidak terbuka soal penghasilan dan tergugat sering
menyakiti badan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan tergugat telah
meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga sudah pisah tempat
tinggal sejak Desember 2014 sampai sekarang dan selama pisah tergugat
melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan
nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi | dan Il penggugat
menerangkan bahwa tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama
sejak Desember 2014 sampai sekarang dan selama pisah tergugat
melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan
nafkah kepada penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi | dan I
penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti
bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sehingga sudah pisah
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tempat tinggal sejak Desember 2014 sampai sekarang dan selama pisah
tempat tinggal, tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada
penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam perkawinan
peggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-
masing bernama Farras Zulfikar, M. Saiful Akmal dan Ehasan Asrar
Maulana dan penggugat menuntut kepada tergugat nafkah untuk ketiga
orang anak tersebut sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap
bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mandiri.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi | dan Il penggugat
menerangkan bahwa peggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang
anak yang masing-masing bernama Farras Zulfikar, M. Saiful Akmal dan
Ehasan Asrar Maulana dan penggugat menuntut kepada tergugat nafkah
untuk ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta
rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat
mandiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi | dan I
penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti
bahwa peggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang
masing-masing bernama Farras Zulfikar, M. Saiful Akmal dan Ehasan
Asrar Maulana dan penggugat menuntut kepada tergugat nafkah untuk
ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang

pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Biringkanaya, Kota Makassar.
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2. Penyebab pertengkaran tersebut adalah tergugat tidak terbuka
soal penghasilan dan tergugat sering menyakiti badan
penggugat;

3. Tergugat telah meninggalkan penggugat sejak Desember 2014
sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal, tergugat
sudah tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan
tidak pernah lagi berkomunikasi.

4. Peggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang
masing-masing bernama Farras Zulfikar, M. Saiful Akmal dan
Ehasan Asrar Maulana dan penggugat menuntut kepada
tergugat nafkah untuk ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp
3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-
anak tersebut dewasa dan dapat mandiri.

5. Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada tiga orang
anaknya masing-masing bernama Farras Zulfikar, M. Saiful
Akmal dan Ehasan Asrar Maulana sejumlah Rp 3.000.000,00
(tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut
dewasa dan dapat mandiri.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat dalam mengarungi
rumah tangganya sering terjadi pertengkaran atau perselisihan paham
yang tidak dapat didamaikan, mengakibatkan timbul rasa benci dan
jengkel, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara
keduanya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah hilang rasa
cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada
lagi ketenangan dan ketenteraman serta konsentrasi dalam membangun
rumah tangga seperti yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat sering melakukan tindakan yang tidak

menyenangkan Kkepada penggugat sehingga penggugat merasa tidak
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tenteram bersama tergugat dan tentunya hal tersebut mengecewakan
penggugat selaku istri;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran
ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seorang suami tidak boleh
menyinggung perasaan istri dan setiap orang harus saling berbuat baik
dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-istri, al-Qur‘an
mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah
pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana
pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain, yang satu menjaga
kehormatan yang lain, perbuatan tergugat yang telah beristri lagi
merupakan tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh suami
terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan
tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat sebagai suami tidak
ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan
tergugat telah meninggalkan penggugat sehingga keduanya telah hidup
berpisah selama 2 bulan, perpisahan ini semakin memperkeruh dan telah
menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah
tangganya, hal ini ditandai dengan adanya Gugatan cerai yang diajukan
oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat
merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga
penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga
terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi
yang baik antara penggugat dan tergugat merupakan indikasi telah
terjadinya kebencian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara penggugat
dan tergugat merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi
ketidaksenangan antara penggugat dengan tergugat yang sulit untuk

disatukan kembali;
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Menimbang, bahwa relasi sosial antara suami dan istri, dimana
suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam rumah
tangga, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, suami sebagai
pemegang kendali rumah tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah
baik lahir maupun batin kepada istrinya, sehingga tidak adanya nafkah
yang diberikan tergugat kepada penggugat, merupakan bentuk
pengabaian tanggung jawab seorang suami kepada istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat
tidak ada lagi harapan saling kerjasama (mutual cooperation), saling
membantu (mutual help), saling pengertian (mutual understanding), saling
hormat (mutual respect) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban
pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian,
ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim
berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari
cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam
sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21
yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-istri) sakinah (tentram
dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling
menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat
mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang
bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian
apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat
lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan
kaidah fighiyah yang berbunyi :

tllasll cl> e p 2io dwlaall <)
Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik

kemaslahatan.
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun
kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan
indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya
lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga
penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga
pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan
dengan menjatuhkanTalak Satu Ba'in Shugra tergugat, Idam Sukarna bin
A. Sumarna, kepada penggugat, PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya
untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran
tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat
beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1)
R.Bg. gugatan penggugat, untuk menjatuhkan Talak Satu Ba’in Shugra
tergugat, terhadap penggugat, harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan
perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka

diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk
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mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak tersebut berdasarkan
ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
"bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan
2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua
wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai
anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus
menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bis Pasal 4
dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang
tua terhadap anak-anak penggugat dan tergugat yang menjadi hak
asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup,
kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang
dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh
fakta hukum, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa
sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang
melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan
nafkah kepada anak-anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus

terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di
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masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan

suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat
dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan
asas hidup anak penggugat dan tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan
berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak —
anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas

kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dihubungkan dengan
pertimbangan di atas, hal mana nafkah anak yang diberikan oleh tergugat
dan dengan mempertimbangkan aspek futuristis atau masa depan anak
tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan,
disamping kebutuhan akan makanan, pakaian, maka akan berpengaruh
pula pada perolehan nilai jumlah nafkah anak penggugat dan tergugat,
sehingga dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut, hal mana
putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu majelis
hakim menghukum tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak —
anak tersebut yang masing-masing bernama: Farras Zulfikar, M. Saiful
Akmal dan Ehasan Asrar Maulana, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga Juta
rupiah) perbulannya, sejak jatuhnya putusan hingga anak-anak tersebut
dewasa atau berumur 21 tahun dan atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah untuk anak
tersebut dan dengan melihat usia anak-anak penggugat dan tergugat
masih di bawah usia dewasa atau belum mampu menentukan dan atau
belum dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga untuk menghindari ekses
negatif yang terjadi, di samping itu ibunya memiliki kewajiban untuk
mengatur hidup anak-anak tersebut, karena itu maka majelis hakim
berpendapat adalah lebih layak menentukan pemberian natkah anak-anak

tersebut dengan memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan
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langsung kepada penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga Juta rupiah)
untuk setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada
penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

¢ Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

¢ Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

¢ Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, TERGUGAT
terhadap penggugat, PENGGUGAT;

e Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah
untuk 3 orang anak yang bernama: Farras Zulfikar, M. Saiful Akmal
dan Ehasan Asrar Maulana, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga Juta
rupiah) setiap bulannya, sejak jatuhnya putusan sampai anak
tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

e Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk
mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan
Hukum tetap;

¢ Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 26
Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1436
Hijiriyah. oleh kami Dra. Hj. Hadijah Rasyid, M.H., sebagai Ketua Majelis,
Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Drs. H. Imbalo, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut
diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang
dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Thahirah, sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra. Hj. St. Aminah, M.H. Dra. Hj. Hadijah Rasyid,
M.H.

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Thahirah.

Perincian Biaya Perkara :
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1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 210.000,00

4. Biaya redaksi Rp. 5.000,00

5.

Meterai Rp. 6.000,00.
Jumlah Rp. 301.000,00
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